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BAB I 

PENDAHULUAN 

    Latar Belakang Magang 

Negara indonesia merupakan negara kesatuan, pada prinsipnya negara 

indonesia berpegang pada otonomi daerah. Banyaknya daerah di Indonesia, 

menuntut pemerintah untuk berpikir luas bagaimana agar setiap daerah di 

Indonesia dapat tertata dengan baik. Hadirnya otonomi daerah ini sangat 

membantu pemerintah pusat dalam memantau setiap daerah melalui 

pemerintah daerah. Otonomi daerah dihadirkan agar pemerintah daerah dapat 

mengatur ataupun mengelola daerah dan masyarakatnya dengan mandiri. Di 

dalam pemerintah daerah terdapat hubungan perundang-undangan yang 

bersangkutan dengan kebijakan desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah 

(Lisnawati & Priyono, 2021). Salah satu tuntutan yang paling menonjol dari 

pemerintah daerah adalah dapat menciptakan pengelolaan keuangan dengan 

baik dan bersih (Alimuddin & Damis, 2018). Setiap pemerintah daerah 

tentunya mempunyai tujuan untuk bisa membangun daerahnya menjadi lebih 

baik setiap periodenya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut tentunya 

pemerintah sudah mengatur strategi apa yang akan mereka terapkan. Strategi 

tersebut harus dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kerja dari 

pemerintah daerah.  

Pengelolaan keuangan di pemerintah daerah harus dapat digunakan 

dengan ekonomis dan hemat. Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan untuk 
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melihat penggunaan anggaran apakah sudah tepat dan memenuhi sasaran atau 

tidak (Lisnawati & Priyono, 2021). Pada setiap kegiatan atau program yang 

dirancang oleh organisasi sektor publik tentunya mempunyai target. Target 

tersebut terdiri dari target program dan target anggaran. Setiap program yang 

diadakan diharapkan mampu mempergunakan anggaran sebaik mungkin. 

Dengan program yang bagus, terancang dengan baik dan menggunakan biaya 

rendah, organisasi sektor publik tersebut akan ternilai baik karena mereka 

dapat mencapai tujuan dengan standar yang telah ditentukan (Waney, 

Saerang, & Alexander, 2018).  

Anggaran merupakan tokoh penting di setiap instansi maupun 

organisasi. Tentunya anggaran inilah yang menjadi alat bagi manajemen 

untuk bisa mencapai tujuan yang telah dirancang. Anggaran dapat diartikan 

sebuah alat yang dapat menjalankan setiap program maupun kegiatan yang 

akan dijalankan oleh organisasi. Perhitungan anggaran harus sesuai dengan 

dengan syarat yang diberlakukan pada pemerintahan di daerah tersebut. 

Dengan begitu, pengambil keputusan mampu mengetahui kebijakan apa yang 

harus dijalankan terkait penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Pada 

anggaran pemerintah setiap kegiatan yang diadakan alokasi dana yang 

terpakai kebanyakan berasal dari masyarakat. Anggaran tersebut sudah 

terencana dan tertata dengan sebaik mungkin. Karena itulah anggaran adalah 

penopang bagi terlaksananya setiap program pemerintah. Anggaran juga 

memiliki banyak fungsi, di antaranya anggaran merupakan alat stabilisasi 

sumber dana, alokasi sumber dana, perancangan dana sampai ke distribusi 
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sumber dana. Khususnya pada instansi pemerintah, setiap dana yang keluar 

pastinya sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan setiap bidang pada 

instansi tersebut, contohnya seperti anggaran dana rapat, anggaran dana 

restocking ikan, anggaran ATK dan masih banyak perencanaan yang sudah 

diatur.  

Dalam prosesnya, perencanaan anggaran harus dilakukan secara 

terperinci. Proses tersebut harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan 

yang ada dan juga terbuka. Mengacu pada anggaran yang telah dirancang, 

maka selanjutnya anggaran harus mampu menjabarkan bagaimana rencana 

keuangan di periode yang akan datang dengan perhitungan rincian biaya yang 

sistematis. Pendapatan daerah biasanya bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), pajak daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, retribusi 

daerah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa 

pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah 

yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pada 

hakikatnya pemerintah diharapkan dapat mampu mensejahterakan 

masyarakatnya dengan sumber dana yang ada. Efisiensi belanja pada 

pemerintah dapat dilihat jika setiap rupiah yang keluar untuk dibelanjakan 

mampu membuat masyarakat sejahtera dan Makmur (Haryanto, 2018).  

Menurut data APBD tahun 2020, PAD memiliki kontribusi terkecil 

rata-rata sebesar 12,81% yang dimiliki oleh kabupaten. Kontribusi PAD 

terbesar sebesar 71,64% berasal dari pajak daerah. Dari data tersebut dapat 
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dilihat bahwa PAD masih berkontribusi kecil pada Pendapatan Daerah, 

karena masih banyak daerah yang bergantung dengan dana dari pemerintah 

pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat memang sangat cukup untuk 

pemerintah daerah. Namun diharapkan pemerintah daerah mampu lebih 

kreatif dan inovatif untuk bisa meningkatkan peran PAD dan dapat 

membelanjakan APBD-nya dengan baik (Haryanto, 2018). Pengukuran 

kinerja sektor publik merupakan sistem dengan tujuan membantu menilai 

pencapaian atas strategi yang dijalankan. Melalui alat ukur finansial dan non 

finansial, pengukuran kinerja dikerjakan untuk bisa melihat tiga maksud. 

Pertama, untuk membantu perbaikan atas kinerja pemerintah yang dianggap 

kurang maksimal. Kedua, untuk mengolah sumber daya yang ada sebagai 

pembuatan keputusan. Ketiga, untuk memperbaiki komunikasi antar instansi 

sektor publik dan mengeluarkan pertanggungjawaban untuk khalayak luas 

(Arnaldi & Yusra, 2019). 

Berpegang pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 Bab 

II Pasal 2 Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

menerangkan bahwa, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah salah 

satu institusi pelaksana pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan 

bidang perikanan. Menganalisis pertumbuhan produktivitas ekonomi pada 

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan adalah suatu hal yang sangat menarik 

untuk dikulik dari potensi ekonomi yang terdapat pada Kabupaten Sleman 

khususnya di bidang Pertanian Pangan dan Perikanan. Kemampuan keuangan 

daerah akan dinilai menggunakan analisis Rasio kemandirian, Rasio 
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Keserasian, Share & Growth dan Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan. 

Penulis memilih rasio tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana 

kemampuan dinas dalam membiayai program, pembangunan dan pelayanan 

untuk masyarakat, apakah dana tersebut banyak dari pihak ekstern atau 

berasal dari internal (Fathah, 2017). Selain hal tersebut, penulis juga ingin 

mengetahui bagaimana dinas mengalokasikan dana belanja operasi dan 

belanja modal apakah alokasi yang sudah terlaksana sudah dianggarkan 

dengan baik atau tidak. Penulis juga ingin mengetahui tingkat kemandirian 

dinas dan potensi dimasa yang akan datang dengan menggunakan share dan 

growth yang selanjutnya akan dipetakan dalam peta kemampuan keuangan 

dengan metode kuadran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Analisis Rasio Kemandirian, Keserasian, Share & Growth Dan 

Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Pada Dinas Pertanian 

Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman”. 

    Tujuan Magang 

Menurut pada latar belakang di atas, tujuan dilaksankannya program magang 

antara lain sebagai berikut: 

a) Menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah menggunakan 

analisis rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) pada Dinas 

Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. 

b) Menganalisis tingkat keserasian belanja operasi dengan belanja modal 

daerah menggunakan analisis rasio keserasian pada Dinas Pertanian 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. 
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c) Menganalisis tingkat pertumbuhan kemampuan keuangan daerah 

menggunakan analisis share & growth pada Dinas Pertanian Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Sleman. 

d) Menganalisis perbandingan peta kemampuan keuangan daerah dengan 

metode kuadran pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Sleman. 

    Target Magang 

Target yang ingin dicapai dari magang pada Dinas Pertanian Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Sleman: 

a) Mampu menjelaskan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah 

(RKKD) pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. 

b) Mampu menjelaskan hasil analisis rasio keserasian pada Dinas Pertanian 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. 

c) Mampu menjelaskan hasil perhitungan analisis share & growth pada 

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. 

d) Mampu menjabarkan peta kemampuan keuangan daerah dengan Metode 

Kuadran pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman 

    Bidang Magang  

Pelaksanaan magang dilakukan di Bidang Perikanan yang bertugas 

melakukan pemindahbukuan, pencatatan buku kas keluar, dan verifikasi SPJ. 
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    Lokasi Magang 

Magang dilaksanakan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Sleman 

Nama Instansi : Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Sleman 

Alamat : JL. Dr. Rajimin Sucen, Triharjo, Paten, Tridadi, Kec. 

Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55511 

Nomor Telepon : (0274) 865560 

 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

    Jadwal Magang  

Magang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada tanggal 1 Maret 

2022-1 Juni 2022, dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam 

pelaksanaannya, penulis akan magang sesuai dengan jam kerja karyawan 

yang ada di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 

berikut ini rincian dan jadwal pelaksanaan magang : 
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Tabel 1. 1 Pelaksanaan Magang dan Penyusunan Tugas Akhir 

No kegiatan 
Febuari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survei lokasi 
magang 

                    

2 Pelaksanaan 
magang 

                    

3 Penyusunan 
literatur 

                    

4 Pengumpulan 
data 

                    

5 Pengolahan 
data 

                    

6 Menyusun 
laporan 
magang 

                    

 

    Sistematika Penulisan Laporan Magang 

1) BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab 1 penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang 

diambil, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, dan manfaat yang 

dapat diperoleh dari laporan yang disusun.  

2) BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab 2 menjelaskan mengenai teori yang diambil oleh penulis sebagai 

landasan pemecahan masalah dalam penulisan laporan. Landasan teori 

diambil dari pandangan para ahli dan berbagai kalangan yang sesuai 

dengan masalah yang diambil. 

3) BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF 
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Bab 3 terdiri dari data umum dan khusus. Data umum menjabarkan 

gambaran tempat magang yang diambil penulis dari visi, misi sampai 

susunan organisasi. Pada data khusus menjelaskan hasil dari analisis yang 

diangkat. 

4) BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab 4 berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang 

diperoleh pada laporan untuk selanjutnya dapat direkomendasikan pada 

perusahaan tempat pengambilan data.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

    Organisasi Sektor Publik 

Sektor publik mempunyai berbagai macam pengertian. Dari aspek 

ekonomi, sektor publik mempunyai arti entitas atau organisasi yang 

bertujuan untuk memberikan jasa layanan publik untuk dapat memenuhi 

kesejahteraan dan hak masyarakat (Mardiasmo, 2018). 

Organisasi sektor publik berada dalam lingkungan atau kondisi yang 

kompleks. Di mana banyak sekali komponen yang dapat memengaruhi 

sektor publik ini. Di antaranya seperti faktor politik, demografi, budaya, dan 

ekonomi. Sektor publik selalu dianggap sebagai sumber masalah dalam 

pemborosan dana dan banyak menimbulkan kerugian. Dapat diketahui 

bahwa sektor publik adalah organisasi dengan tujuan tidak mencari 

keuntungan, namun organisasi sektor publik ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan publik yang terbaik. Dalam penganggaran sektor 

publik, anggaran yang dianggarkan harus dibagikan informasinya ke publik 

agar dapat dikoreksi dan di beri kritik dan saran oleh pengguna informasi 

tersebut (Waney, Saerang, & Alexander, 2018).   

Pada pengertian lain, sektor publik adalah organisasi dengan 

kebutuhan informasi yang kompleks dan beragam. Informasi tersebut 

digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan pengendalian manajemen. 
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Informasi yang dibutuhkan meliputi informasi finansial dan juga non 

finansial (Hantono, et al., 2021). 

    Pemerintah Daerah 

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggara dari setiap urusan, kegiatan maupun program pemerintahan 

daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasar asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan berdasarkan pengertian lain, pemerintah daerah adalah 

kepala daerah sebagai tokoh pelaksana pemerintah daerah yang mengatur 

terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom 

(Aridhayandi, 2018). Pemerintah daerah diberi mandat untuk bisa membina 

dan mengawasi daerahnya. Penyelenggaraanya, pemerintah daerah harus 

mempertimbangkan konsep apa yang harus mereka jalankan sebagai 

pegangan. Seperti mempertimbangkan bagaimana mengelola pemerintahan 

yang baik (Munawaroh, 2019). Dalam mengukur sahnya tindak 

pemerintahan, ada dua cara yang bisa dijadikan alat ukur yaitu : 

1. Peraturan hukum tertulis. 

2. Asas umum pemerintahan dan peraturan hukum tidak tertulis. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggara serta pengawas yang mempunyai wewenang dan hak sesuai 

dengan asas otonom, wewenang dan hak untuk mampu mengatur kebijakan 

daerah dan kepentingan publik.   

2.2.2 Fungsi Pemerintah Daerah  

Fungsi pemerintah daerah dapat berarti menjalankan, mengatur dan 

menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004, fungsi pemerintah daerah meliputi : 

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecualI urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 

3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  

    Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan 
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bahwa APBD adalah rencana keuangan bagi institusi pemerintahan daerah 

yang selanjutnya dibahas dan di setujui oleh DPRD yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. APBD terdiri atas anggaran pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. APBD dirancang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap pendapatan daerah 

Menurut pengertian lain menjelaskan bahwa APBD merupakan 

program kerja dari pemerintah daerah yang meliputi semua pendapatan dan 

pengeluaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam waktu 

periode berjalan dan disahkan oleh DPRD sesuai peraturan perundangan 

pemerintah daerah (LM, 2021). 

Dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan pengelolaan keuangan 

daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dari setiap daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. 

Penyusunan APBD berpangku pada RKPD yang bertujuan untuk 

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat agar mampu mencapai tujuan 

bernegara.  

2.3.2 Sistematika Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) 

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021, ada beberapa tahapan dalam penyusunan APBD yaitu : 

1. Tahap pertama, menyampaikan terkait rancangan KUA dan PPAS dari 

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah  
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2. Kedua, menyampaikan rancangan pada tahap pertama dari Kepala 

Daerah kepada DPRD  

3. Berikutnya, Kesepakatan antara 5 minggu Kepala Daerah dan DPRD atas 

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

4. Tahap keempat, Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal 

Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD 

5. Tahap kelima, Penyusunan dan 4 minggu pembahasan RKA SKPD dan 

RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD 

6. Selanjutnya, tahap keenam menyampaikan terkait rancangan Peraturan 

Daerah mengenai APBD dari Kepala Daerah kepada DPRD  

7. Tahap ketujuh, disetujui Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah 

8. Tahap kedelapan, penyampaian terkait peraturan tahap keenam dan 

rancangan peraturan Kepala Daerah mengenai uraian APBD kepada 

Mendagri (Menteri Dalam Negeri/Gubernur) agar bisa dievaluasi 

9. Tahap kesembilan, hasil dari evaluasi rancangan yang dibahas di tahap 

kedelapan yaitu rancangan peraturan daerah mengenai APBD dan uraian 

APBD 

10. Tahap kesepuluh, tahap menyempurnakan terkait rancangan Peraturan 

Daerah berdasar dari hasil evaluasi tahap kesembilan yang keputusannya 

telah ditetapkan oleh ketua DPRD 
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11. Tahap kesebelas, ketua DPRD menyampaikan hasil putusan mengenai 

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri dalam negeri 

atau juga Gubernur 

12. Selanjutnya, pada tahap ini sampai pada penetapan Peraturan Daerah 

mengenai APBD dan uraian APBD berdasar hasil evaluasi 

13. Tahap terakhir menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD dan 

Uraiannya kepada Menteri dalam Negeri dan/atau Gubernur. 

 

2.3.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyebutkan beberapa fungsi APBD, yaitu 

meliputi : 

1. Fungsi otorisasi, fungsi ini mengartikan bahwa APBD adalah dasar bagi 

anggaran daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 

periode berjalan. 

2. Fungsi perencanaan, fungsi ini dimaksudkan bahwa APBD merupakan 

alat yang digunakan manajemen sebagai pedomana dalam melaksanakan 

rencana kegiatan pada tahun berjalan. 

3. Fungsi pengawasan, fungsi ini menjelaskan bahwa APBD digunakan 

untuk menilai kinerja kegiatan pemerintah daerah apakah sudah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum.  
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4. Fungsi alokasi, pada fungsi ini mengartikan bahwa APBD harus 

digunakan sebaik mungkin dan harus bisa menciptakan lapangan kerja 

dan mengurangi pengangguran.  

5. Fungsi distribusi, fungsi ini bermaksud kebijakan anggaran daerah harus 

bisa memperhatikan keadilan dan kepatuhan.  

6. Fungsi stabilisasi, fungsi ini menjelaskan bahwa APBD adalah alat untuk 

memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat. 

    Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 

2019 yang mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari : 

2.4.1 Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pendapatan daerah adalah semua 

penerimaan dana yang ditransfer ke rekening kas umum daerah, yang mampu 

menambah modal bagi entitas, dan merupakan hak daerah dalam satu periode 

anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah. Rincian pendapatan daera 

menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek pendapatan.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah 

dikelompokkan menjadi 3, di antaranya : 

1. Pendapatan Asli Daerah 
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Berdasar pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan PAD 

bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006, pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang 

terdiri atas : 

a. Pajak daerah 

Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak 

daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suwarno 

dan Suhartiningsih pada penelitian (Nasir, 2019) menyebutkan pajak 

daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dengan peranan 

terbesar. Pada tahun 2021, kontribusi PAD terhadap APBD 

Kabupaten Sleman meningkat dikarenakan pendanaan dari sektor 

pajak meningkat. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sektor pajak 

adalah kontribusi utama bagi pendanaan daerah atau bagi Penghasilan 

Asli Daerah.  

b. Retribusi daerah 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi 

Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. Untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, retribusi daerah juga sangat berpengaruh terhadap 

hal tersebut. Jika retribusi meningkat maka pengalokasian belanja 

modal bagi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat 

juga meningkat (Simanjuntak & Ginting, 2019). 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 

Tahun 2020, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan sumber pendapatan 

asli daerah yang dianggarkan pada Pendapatan Daerah dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu contoh 

pengelolaan kekayaan daerah adalah terbentuknya BUMD. BUMD 

sangat membantu menambah lapangan pekerjaan dan mampu 

meningkatkan pengembangan perekonomian daerah (Nasir, 2019). 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Pendapatan yang sah bagi sebuah instansi pemerintahan sangat 

penting. Karena dalam pelaksanaan anggaran akan dilaporkan pada 

laporan keuangan yang bersifat transparan. Pendapatan asli daerah 

juga dijadikan alat untuk mendapatkan masukan kas sebanyak-
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banyaknya, yang kemudian digunakan untuk pembangunan daerah 

demi menunjang kemakmuran masyarakat (Nasir, 2019). Menurut 

Kementerian Keuangan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

terdiri dari : 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan 

c) Jasa giro 

d) Pendapatan bunga 

e) Tuntutan ganti rugi 

f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.  

2. Dana Perimbangan 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap 

tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri atas : 

a. Dana bagi hasil 

Dana bagi hasil bersumber dari pajak, yang terdiri atas :  

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
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c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21 

Dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam berasal dari : 

a) Kehutanan  

b) Pertambangan umum 

c) Perikanan 

d) Pertambahan minyak bumi 

e) Pertambangan gas bumi 

f) Pertambangan panas bumi 

b. Dana alokasi umum (DAU) 

Dana alokasi Umum (DAU) jumlahnya keseluruhan ditetapkan 

sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang 

ditetapkan dalam APBN. DAU dialokasikan atas dasar celah fiskal 

dan alokasi dasar. Proporsi DAU antara daerah dan kabupaten/kota 

ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan 

kabupaten/kota.  

c. Dana alokasi khusus (DAK) 

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan Daerah. Pemerintah menetapkan 

kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan 

kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 

kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus 

ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
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dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian 

Negara/departemen teknis.  

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah 

selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi dana 

darurat, hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

2.4.2 Belanja Daerah  

Belanja daerah adalah pengeluaran kas yang dapat mengurangi dana 

pada periode tahun berjalan dan pembayarannya tidak akan kembali ke 

pemerintah daerah (Habiburrahman & Imani, Analisis Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, 2016).  

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, menerangkan bahwa 

belanja daerah merupakan semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” 

Dalam ‘PP Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan belanja daerah meliputi 

semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang dapat 

mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 

satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

daerah. 

Dengan demikian, dapat dipahami belanja daerah adalah seluruh 

pengeluaran yang mengurangi kekayaan bersih dan pengeluaran tersebut tidak 
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dapat dikembalikan lagi kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan belanja menurut 

kelompok belanja terdiri dari : 

1. Belanja tidak langsung 

Belanja jenis ini merupakan belanja yang anggarannya tidak terlibat 

langsung dalam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Belanja 

tidak langsung terbagi sesuai jenis belanja, yang terdiri atas : 

a. Belanja pegawai 

Belanja pegawai sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, 

adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta 

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Bunga 

Anggaran untuk belanja bunga dianggarkan untuk membayar bunga 

utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasar perjanjian 

pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.  

c. Subsidi 

Belanja subsidi dianggarkan untuk membantu biaya produksi 

perusahaan ataupun Lembaga tertentu untuk membuat harga jual 

produksi dapat terjangkau bagi masyarakat. 

d. Hibah 
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Anggaran hibah diadakan untuk memberikan hibah dalam bentuk 

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah 

lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang spesifik 

ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah sifatnya tidak mengikat dan 

tidak dilakukan secara terus-menerus. 

e. Belanja bagi hasil 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f pada 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, digunakan untuk 

menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan 

provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota 

kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu 

kepada pemerintah daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

f. Bantuan Sosial 

Belanja ini dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam bentuk 

uang dan/atau barang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang membutuhkan. 

g. Bantuan keuangan 

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37 huruf g bantuan 

keuangan digunakan untuk memberikan bantuan yang bersifat umum 

maupun khusus untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota 

yang selanjutnya dana tersebut diberikan kepada desa-desa ataupun 
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pemerintah daerah yang membutuhkan untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah kurang mampu.  

h. Belanja tidak terduga 

Belanja ini ditujukan untuk belanja yang sebelumnya tidak diharapkan 

atau tidak terbayangkan seperti untuk penanggulangan bencana alam, 

bencana sosial dan pengembalian kelebihan penerimaan daerah 

periode sebelumnya.  

2. Belanja langsung 

Kebalikan dari belanja tidak langsung, belanja langsung adalah belanja 

yang dianggarkan secara langsung sesuai program atau kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Yang termasuk belanja 

langsung dapat dikelompokkan menjadi 3 sesuai Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 yang terdiri atas : 

a) Belanja pegawai 

Belanja pegawai seperti honorarium/gaji dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan daerah.  

b) Belanja barang dan jasa 

Belanja jneis ini dilakukan untuk membeli barang dengan nilai guna 

kurang dari 12 bulan atau tidak lebih dari 1 tahun dan untuk jasa yang 

melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah.  

c) Belanja modal 



 

25 
 
 

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya. 

2.4.3 Pembiayaan Daerah 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan 

daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 

pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Sumber penerimaan pembiayaan bersumber dari banyak hal, yaitu: 

1) SILPA 

2) Pencairan Dana Cadangan 

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4) Penerimaan Pinjaman Daerah 

5) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan 

Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

b. Pengeluaran Pembiayaan  
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Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai : 

1) Pembayaran cicilan pokok yang telah jatuh tempo 

2) Penyertaan modal daerah 

3) Pembentukan Dana Cadangan 

4) Pemberian Pinjaman Daerah 

5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

    Kinerja Keuangan Daerah 

2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah 

Dalam sektor publik, tujuan terlaksananya sistem pengukuran kinerja 

adalah untuk menilai strategi yang sedang dijalankan oleh manajemen publik 

atas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat dan juga menilai 

apakah selama tahun anggaran berjalan pendapatan daerah meningkat dan 

bersih dari korupsi (Sumual, Kalangi, & Gerunggai, 2017). Pada pemerintah 

daerah, laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar yang 

berlaku, di Indonesia standar akuntansi pemerintah menggunakan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP ini digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan laporan keuangan dalam ranah sektor publik.  

Dalam pengertiannya, pengukuran kinerja merupakan cara untuk 

menilai pencapaian kinerja seperti pencapaian tujuan, strategi dan sasaran 

yang telah dilakukan organisasi. Pencapaian terhadap misi-misi tersebut 

ditujukan juga untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dari kinerja 

organisasi. Tujuan pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai kinerja 
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dari manajemen organisasi melalui hasil yang mereka capai seperti produk, 

jasa maupun program/kegiatan yang dijalankan (Hantono, et al., 2021). 

Pada penilaian kinerja langkah awal yang harus dilakukan adalah 

menganalisis laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

bahwa laporan yang sudah dibuat adalah laporan yang disusun sesuai dengan 

standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Karena 

laporan yang terdapat dalam laporan keuangan adalah laporan yang akan 

menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pengambil keputusan 

(Susmonowati, 2018). 

2.5.2 Tujuan Pengukuran kinerja 

Menurut mardiasmo pada (Hantono, et al., 2021) menyebutkan beberapa 

tujuan pengukuran kinerja, meliputi : 

a. Untuk dapat mengomunikasikan strategi yang digunakan agar lebih baik. 

b. Untuk mengukur kinerja dari segi finansial dan non finansial. 

c. Untuk sebagai alat komunikasi antara manajer level menengah dan 

manajer level bawah untuk saling memotivasi agar mencapai goal yang 

ingin dicapai. 

d. Untuk mencapai kepuasaan berdasarkan pendekatan individual dan 

kemampuan bersama yang rasional. 

e. Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik 

Ada beberapa rasio yang sering digunakan untuk menilai keuangan 

daerah, dalam yuana pada (Haryanto, 2018)menyebutkan di antaranya : 

a) Rasio efektivitas 
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b) Rasio efisiensi 

c) Rasio kemandirian keuangan daerah 

d) Indeks Harmonisasi Belanja (IHB) 

e) Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) 

Analisis rasio di atas mempunyai beberapa tujuan, menurut Sundari & 

Suprantiningrum dalam (Haryanto, 2017) yaitu: 

a) Menilai aspek kemandirian keuangan daerah dalam kemampuan 

membiayai total belanja dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

b) Mengukur aspek efektivitas dan efisiensi pendapatan daerah dalam 

merealisasikan pendapatan daerah. 

c) Mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya melalui anggaran APBD. 

d) Mengukur kontribusi sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan 

pendapatan daerah.  

e) Menilai perkembangan pemasukan pendapatan dan pengeluaran 

daerah yang dilaksanakan pada periode tahun anggaran. 

    Kemampuan Keuangan Daerah 

2.6.1 Pengertian Kemampuan Keuangan Daerah 

Menurut Halim dalam penelitian (Haryanto, 2017) keuangan daerah 

adalah seluruh hak dan kewajiban yang dinilai dari segi uang berupa barang 

yang bisa dijadikan kekayaan (pendapatan) daerah, selagi hal tersebut belum 

menjadi hak atau dikuasai negara atau daerah yang lebih tinggi kekuasaannya 

sesuai peraturan yang berlaku.  
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Pada pengertian lain, menurut bappenas pada (Tarjunajah & Wiratno, 

2018) menjelaskan kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan dari 

daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dengan cara 

menghitung melalui analisis kinerja PAD melalui ukuran elastisitas, share dan 

growth, lau hasilnya akan dilakukan pemetaan berdasar metode kuadran.  

Dengan begitu dapat simpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah 

merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membiayai 

belanja sampai meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemampuan 

keuangan daerah yang baik pasti tidak jauh dari peran kreativitas pemerintah 

daerah untuk membuat daerahnya maju dan mandiri dari segi finansial. 

Semakin baik strategi yang diambil semakin tinggi potensi daerah untuk 

meningkatkan PAD daerahnya masing-masing namun tetap sesuai dengan 

peraturan kebijakan yang berlaku.  

2.6.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 

Pengukuran kinerja daerah dapat diukur berdasarkan tingkat 

kemandirian, pertumbuhan dan keserasian belanja daerah dengan 

menggunakan rasio kemandirian kemampuan keuangan daerah (RKKD), 

rasio keserasian, share & growth dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah 

dengan metode kuadran. Rasio kemandirian kemampuan keuangan daerah 

(RKKD), share dan growth dan rasio keserasian sering digunakan di dunia 

pemerintahan. Indikator ini digunakan untuk menganalisis perbandingan 

kinerja publik khususnya pada implementasi desentralisasi fiskal. Indikator 
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tersebut bertujuan menggambarkan secara deskriptif mengenai kemandirian, 

pertumbuhan dan keserasian dalam keuangan pemerintah.  

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

Rasio kemandirian digunakan untuk menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap pendapatan di luar pendapatan asli 

daerah. Pendapatan di luar pendapatan asli daerah seperti Bagi hasil pajak, 

Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Bagi hasil bukan pajak sumber 

daya alam, Dana darurat dan pinjaman (Fathah, 2017), Rumus yang dapat 

digunakan sebagai berikut : 

RKKD = 
  

×100% 

Untuk melihat bagaimana pola hubungan dengan tingkat kemampuan 

daerah, table di bawah ini dapat dijadikan pedoman sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemampuan 
Keuangan 

Kemandirian Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif 
Rendah 25% - 50% Konsultatif 
Sedang 50% - 75% Partisipatif 
Tinggi 75% - 100% Delegatif 

Sumber : Oppier dalam (Fathah, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian 
Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, 2017) 

Sumber : Oppier dalam (Fathah, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian 
Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, 2017) 

1) Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah masih sangat 

bergantung pada pemerintah pusat atau bisa disebut pemerintah 

daerah tidak berpotensi atau belum mandiri. 
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2) Pola hubungan konsultatif, dapat diartikan pemerintah daerah masih 

bergantung dengan pemerintah pusat namun bantuan pemerintah pusat 

sedikit berkurang. 

3) Pola hubungan partisipatif, adalah peran pemerintah daerah sudah 

mulai aktif dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 

namun masih dalam bantuan pemerintah pusat. 

4) Pola hubungan delegative, yaitu pemerintah daerah sudah dapat 

disebut mandiri karena peran pemerintah pusat sudah tidak ada. 

2. Rasio Keserasian  

Analisis rasio keserasian digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

daerah dari bagaimana daerah mengalokasikan dananya pada belanja rutin 

dan belanja pembangunan (Sartika, 2019). Pada rasio ini ada 2 

perhitungan yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Adapun 

rumus untuk menghitung rasio keserasian yaitu : 

Rasio Belanja Operasi = 
  

  
×100% 

Rasio belanja operasi menggambarkan alokasi dana dalam membiayai 

belanja operasi. Belanja operasi dapat diartikan belanja yang habis pakai 

dalam satu periode anggaran atau bersifat jangka pendek.  

Selanjutnya adalah rasio belanja modal. Rasio ini mampu 

menggambarkan seberapa besar alokasi dana dalam membiayai investasi 

dalam bentuk belanja modal pada periode anggaran. Rasio ini bersifat 

berulang atau jangka menengah sampai jangka panjang.  

Rasio Belanja Modal = 
  

  
×100% 
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Sampai saat ini belum ada patokan seberapa idealnya angka rasio 

ini, karena rasio ini tergantung bagaimana kegiatan pembangunan daerah 

dan seberapa besar kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang 

telah ditargetkan. Jika dilihat dari aspek negara berkembang, peran 

pemerintah daerah dalam membantu pemerintah pusat melaksanakan 

pembangunan sangat dibutuhkan dan relatif besar.  

3. Share dan Growth  

Indikator share digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan 

APBD terhadap jumlah belanja. Berfungsi juga sebagai wakil dari sudut 

pandang kemandirian daerah. Daerah dengan penghasil SDA biasanya 

mempunyai nilai share yang tinggi, dikarenakan daerah tersebut dapat 

menjalankan pemerintahan dengan mandiri dan bisa menyumbang 

pendapatan belanja lebih besar. Jika pendapatan PAD sangat kurang, cara 

satu-satunya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengurangi belanja 

operasional APBD dan menambah belanja modal atau yang bersifat 

investasi agar ke depannya mampu menyumbang pendapatan lebih besar 

(Haryanto, 2017). 

Dalam indikator growth digunakan untuk menilai potensi 

pertumbuhan APBD di masa depan. Berbanding terbalik dengan indikator 

share, nilai indikator growth yang tinggi adalah daerah dengan penghasil 

non SDA yang besar. Karena daerah dengan non SDA yang tinggi adalah 

daerah dengan industri jasa yang memiliki daya tumbuh yang rendah atau 

terbilang lama. Berdasarkan penelitian dari (Arnaldi & Yusra, 2019) 



 

33 
 
 

analisis share dan growth dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Share = 
 

 × 100% 

 

Growth = 
  

 
 × 100% 

Keterangan : 

PADi = Pendapatan Asli Daerah periode i 

PADi-1 = Pendapatan Asli Daerah periode i-1  

4. Peta Kemampuan Daerah  

Metode kuadran adalah salah satu cara untuk melihat kemampuan 

keuangan daerah. Melalui nilai besaran share atau seberapa besar peran 

pendapatan daerah terhadap total belanja APBD. Pada nilai growth 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam 

APBD.  

Tabel 2. 2 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran) 

Rata-rata Growth (%) 
KUADRAN II 
Share ; Rendah 
Growth : Tinggi 

KUADRAN I 
Share : Tinggi 

Growth : Tinggi 
KUADRAN IV 
Share ; Rendah 

Growth ; Rendah 

KUADRAN III 
Share : Tinggi 

Growth : Rendah 
Rata-rata Growth (%) 

Sumber : Bappenas, 2003. 

Rata-rata 
Share (%) 

Rata-rata 
Share (%) 
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Metode kuadran akan membagi darah menjadi 4 karakteristik, sesuai 

dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a) Kuadran I: pada kuadran I dapat dilihat bahwa nilai share dan 

growth sama-sama bernilai tinggi, hal tersebut dipahami bahwa 

daerah dengan nilai share dan growth tinggi adalah daerah dengan 

potensi dan kemandirian yang sangat baik.  

b) Kuadran II: dalam kuadran II mengindikasikan bahwa daerah belum 

ideal, dapat dilihat bahwa nilai share yang rendah berarti daerah 

dengan sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah, namun nilai 

growth yang tinggi berarti daerah masih tergolong berpotensi 

meskipun dengan nilai kemandirian yang rendah. 

c) Kuadran III: pada daerah yang menduduki kuadran III, berarti belum 

ideal. Dengan nilai share yang tinggi namun dengan nilai growth 

yang rendah. Karena peran PAD terhadap total belanja yang tinggi, 

namun dengan pertumbuhan PAD yang rendah mengindikasikan 

bahwa daerah bisa dibilang mandiri tapi kurang berpotensi dalam 

meningkatkan PADnya.  

d) Kuadran IV: pada kuadran IV daerah yang belum sangat ideal, 

karena dengan nilai share dan growth yang sama-sama rendah 

berarti daerah belum sanggup membiayai total belanja pada APBD 

dan juga menggambarkan daerah masih kurang berpotensi.  

 



 

35 
 
 

BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

    Data Umum 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi umum, visi dan 

misi, struktur organisasi serta tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Sleman. Data umum yang dapat disajikan dari Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Deskripsi Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Sleman 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Pertanian, Pangan, Dan Perikanan dalam Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa, 

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian, Pangan, dan 

Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan 

bidang perikanan.  



 

36 
 
 

3.1.2 Visi dan Misi 

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman memiliki 

visi dan misi yang menjadi pandangan atau tujuan terhadap kinerja Dinas 

Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman: 

Visi  

Visi pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman 

adalah “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, 

Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong 

Royong.” 

Misi 

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan 

teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2. Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

3.1.3 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Pertanian, Pangan, Dan Perikanan yaitu:  

1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang 

perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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2. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di 

bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan. 

3. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Menyususn rencana kerja  

b. Menyusun kebijakan teknis urusan pemerintahan  

c. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan 

pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan. 

d. mengevaluasi dan melaporkan terlaksananya urusan pemerintahan 

bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan. 

e. Pelaksanaan kesekretariatan pada dinas 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan 

fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten 

Sleman terdiri dari:: 
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Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Berikut adalah uraian 

tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman:  

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan 

dengan kepegawaian, umum, keuangan serta perencanaan dan evaluasi 

untuk mengkoordinasikan terlaksananya tugas dari organisasi terkait. 

Adapun fungsi dari Sekretariat yaitu : 

a. Menyusun rencana kerja untuk periode berjalan 

b. Merumuskan kebijakan terkait kesekretariatan 

c. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan 

dan evaluasi 
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d. Mengkoordinasi dan mengevaluasi terkait pelaksanaan kerja 

Sekretariat 

Bagian Sekretariat dibantu oleh beberapa subbagian di antaranya,  

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas dari sub bagian ini adalah mempersiapkan bahan untuk 

pelaksanaan terkait urusan umum dan kepegawaian. Adapun fungsi 

pada subbagian ini yaitu ; 

a) Menyusun rencana kerja 

b) Merumuskan terkait kebijakan yang akan dilaksanakan pada 

sebagian umum dan kepegawaian 

c) Mengelola terkait surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan 

keamanan dokumentasi serta informasi 

d) Menyusun rencana untuk kebutuhan tahun anggaran dan melayani 

bagian administrasi 

2) Subbagian Keuangan 

Subbagian keuangan memiliki tugas untuk menyiapkan bahan untuk 

terlaksananya urusan keuangan. Fungsi dari sub bagian ini yaitu: 

a) Menyusun rencana kerja 

b) Merumuskan kebijakan untuk terlaksananya urusan keuangan 

c) Melaksanakan terkait pengelolaan keuangan serta evaluasi dalam 

penyusunan laporan 

3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 
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Subbagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan bahan bagi 

terlaksananya urusan perencanaan dan evaluasi pada bidang 

sekretariat. Fungsi yang dimiliki oleh sub bagian ini yaitu : 

a) Menyusun rencana kerja  

b) Merumuskan terkait kebijakan pelaksanaan kerja 

c) Mengkoordinasi terkait penyusunan rencana kerja dan 

mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja bidang sekretariat 

3. Bidang Tanaman Pangan 

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pembinaan dan 

mengembangkan usaha tanaman pangan, produksi tanaman pangan dan 

prasarana dan sarana tanaman pangan. Bidang ini dibantu oleh beberapa 

subbagian di antaranya : 

1) Seksi bina usaha tanaman pangan 

Seksi ini ditugaskan untuk mempersiapkan bahan bagi pengembangan 

usaha masyarakat dalam bidang tanaman pangan. Seksi ini memiliki 

beberapa fungsi yaitu 

a) Menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan terkait 

pelatihan dan pengembangan bidang tanaman pangan 

b) Melakukan pembinaan dan melayani juga mengawasi terkait 

perizinan usaha tanaman pangan 

c) Menyiapkan fasilitas bagi pembiayaan terkait usaha tanaman 

pangan serta mengelola data dan informasi 

d) Mengevaluasi juga menyusun laporan terkait pelaksanaan kerja 
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2) Seksi bina produksi tanaman pangan 

Tugas yang dimiliki bagian ini yaitu mempersiapkan bahan untuk 

pelaksanaan tugas pembina dan mengembangkan terkait produksi 

tanaman pangan. Fungsi yang dimiliki antara lain: 

a) Menyusun rencana kerja dan merumuskan terkait kebijakan 

b) Membina serta mengendalikan terkait benih, pupuk, pestisida bagi 

tanaman pangan petani 

c) Melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap tanaman 

pangan 

3) Seksi bina prasarana dan sarana tanaman pangan 

Tugas yang dimiliki bagian ini yaitu mempersiapkan bahan untuk 

membina dan mengembangkan terkait sarana prasarana tanaman 

pangan, adapun fungsi yang dimiliki antara lain: 

a) Menyusun rencana kerja dan kebijakan untuk pembinaan dan 

pengembangan 

b) Membina dan mengembangkan terkait alat pertanian tanaman 

pangan 

c) Membina terkait perairan bagi tanaman pangan serta mengelola 

data informasi sarana prasarana 

4. Bidang Hortikultura dan Perkebunan 

Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membimbing dan 

membantu mengembangkan usaha di bidang hortikultura dan perkebunan, 

produksi hortikultura dan perkebunan, dan prasarana dan sarana 
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hortikultura dan perkebunan. Ada beberapa subbagian yang membantu 

kerja Bidang Hortikultura dan Perkebunan yaitu : 

1) Bagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan materi untuk 

membina juga mengembangkan tentang hortikultura dan perkebunan. 

Adapun fungsi yang dimiliki yaitu : 

a) Menyusun dan merumuskan terkait rencana dan kebijakan 

b) Melakukan pembinaan serta pengawasan terkait usaha 

hortikultura dan perkebunan 

c) Melakukan pengelolaan pada data dan informasi serta evaluasi 

pada usaha hortikultura dan perkebunan 

2) Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan 

Bagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan materi bagi 

pembinaan juga mengembangkan terkait produksi dari hortikultura 

dan perkebunan. Adapun fungsi yang dimiliki yaitu: 

a) Menyusun dan merumuskan terkait rencana kerja juga kebijakan 

yang akan dijalankan 

b) Melakukan pembinaan serta pengelolaan data informasi terkait 

produksi hortikultura dan perkebunan 

c) Melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan kerja periode yang 

dijalankan 

3) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan 
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Bagian ini memiliki tugas untuk mempersiapkan materi dalam hal 

pembinaan serta pengembangan terkait sarana prasarana hortikultura 

dan perkebunan. Beberapa fungsi yang dijalankan, di antaranya: 

a) Melakukan penyusunan serta merumuskan rencana kerja juga 

kebijakan  

b) Melakukan pembinaan serta membantu mengembangkan terkait 

alat yang digunakan pada bidang pertanian 

c) Melakukan pembinaan juga evaluasi dalam menyusun laporan 

kerja 

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing 

dan membantu mengembangkan usaha di bidang peternakan, produksi 

peternakan, dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Pada bidang 

ini dibantu oleh beberapa subbagian di antaranya : 

1) Seksi Bina Usaha Peternakan 

Seksi ini ditugaskan untuk membina serta mengembangkan terkait 

usaha peternakan pada masyarakat. Beberapa fungsi yang harus 

dijalankan yaitu : 

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan 

b) Membantu mengembangkan terkait usaha peternakan serta 

melakukan pengawasan terkait izin usaha peternakan 

c) Melakukan pengelolaan data serta informasi lalu mengevaluasi 

terkait penyusunan laporan pelaksanaan kerja 



 

44 
 
 

2) Seksi Bina Produksi Peternakan 

Tugas yang dimiliki yaitu mempersiapkan materi untuk melakukan 

pembinaan serta mengembangkan terkait produksi peternakan. 

Beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu: 

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan yang 

akan dijalankan 

b) Membantu membina masyarakat untuk bisa mengembangkan 

produksi peternakan 

c) Melakukan pengelolaan data serta mengevaluasi dari hasil 

pelaksanaan kerja 

3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner 

Tugas yang harus dijalankan seksi ini yaitu untuk menyiapkan materi 

bagi masyarakat agar dapat mengembangkan serta membina 

masyarakat akan kesehatan hewan. Beberapa fungsi yang dijalankan 

yaitu : 

a) Merumuskan serta menyusun rencana dan kebijakan kerja 

b) Melakukan pengendalian terkait kesehatan hewan dan masyarakat 

veteriner 

c) Melakukan pengawasan terkait izin kesehatan hewan dan 

masyarakat veteriner 

d) Melakukan pengelolaan data serta informasi terkait kesehatan 

hewan dan masyarakat veteriner 

e) Terakhir melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan kerja 
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6. Bidang Penyuluhan 

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membimbing dan membantu 

mengembangkan organisasi di bidang tertentu dan sumber daya manusia 

petani, serta menyelenggarakan penyuluhan. Bidang Penyuluhan dibantu 

oleh beberapa subbagian di antaranya : 

1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani 

Seksi ini ditugaskan untuk mempersiapkan materi agar dapat 

membina serta mengembangkan terkait kelembagaan dan sumber 

daya manusia petani. Beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu: 

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan 

b) Melakukan pembinaan, pengelolaan serta pengembangan terkait 

sumber daya manusia petani 

c) Melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan kerja 

2) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan. 

Seksi ini ditugaskan untuk dapat membina serta membantu 

mengembangkan terselenggaranya penyuluhan. Fungsi yang harus 

dijalankan yaitu 

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan 

b) Diharapkan mampu mengkoordinasi terkait penyelenggaraan 

penyuluhan 

c) Mampu menyebarkan informasi terkait teknologi pertanian 

d) Mengelola serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja 

7. Bidang Ketahanan Pangan 
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Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membimbing dan turut 

membantu mengembangkan ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bidang ini dibantu 

oleh beberapa sub bagian yaitu : 

1) Seksi Ketersediaan Pangan 

Seksi ini ditugaskan untuk mampu mempersiapkan materi membantu 

membina serta mengembangkan terkait ketersediaan pangan bagi 

masyarakat. Fungsi yang harus dijalankan yaitu: 

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan 

pelaksanaan kerja 

b) Melaksanakan pengidentifikasian serta menganalisis atas 

tersedianya pangan bagi masyarakat 

c) Mampu mengembangkan cadangan pangan bagi masyarakat 

d) Melakukan pembinaan serta dapat mengelola data informasi 

terkait ketersediaan pangan 

2) Seksi Distribusi Pangan 

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam 

mengembangkan terkait distribusi. Fungsi yang harus dijalankan yaitu 

: 

a) Menyusun serta merancang rencana kerja dan kebijakan 

b) Melakukan pembinaan serta mampu membantu mengembangkan 

terkait akses pangan harga pangan dan distribusi pangan 
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c) Mampu melakukan pengidentifikasian serta menganalisis harga 

pangan 

d) Mengelola data dan informasi serta melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kerja distribusi pangan 

3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam 

melakukan pengembangan mengeluarkan berbagai macam konsumsi 

serta keamanan bagi pangan. Fungsi yang harus dijalankan yaitu : 

a) Mampu menyusun rencana kerja serta kebijakan 

b) Mampu mengidentifikasi serta menganalisis pola pangan 

c) Melakukan pembinaan serta mampu membantu mengembangkan 

terkait penganekaragaman konsumsi serta keamanan dari pangan 

d) Mampu mengelola serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja 

8. Bidang Perikanan mempunyai tugas membimbing dalam meningkatkan 

usaha dibidang perikanan, produksi perikanan, dan pengembangan 

perikanan. Bidang ini dibantu oleh beberapa sub bagian yaitu : 

1) Seksi Bina Usaha Perikanan; 

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam 

meningkatkan usaha di bidang perikanan. Adapun beberapa fungsi 

yang harus dijalankan yaitu : 

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja 

b) Melakukan pengawasan terkait izin usaha bidang perikanan 

c) Melakukan pelatihan terkait pengelolaan hasil bidang perikanan 
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d) Mampu membantu meningkatkan hasil panen dengan 

menggunakan teknologi 

e) Melakukan pengolahan data serta mengevaluasi 

2) Seksi Bina Produksi Perikanan 

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam 

meningkatkan produksi perikanan. Fungsi yang harus dijalankan 

yaitu:  

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja 

b) Menyelenggarakan serta melakukan pelatihan untuk membantu 

meningkatkan produksi bidang perikanan 

c) Melakukan pengawasan serta melakukan restocking ikan agar 

masyarakat mampu membudidayakan ikan 

d) Mampu mengelola serta mengevaluasi data pelaksanaan kerja 

3) Pengembangan Perikanan 

Seksi ini ditugaskan untuk mampu membantu masyarakat dalam 

mengembangkan terkait bidang perikanan. Fungsi yang harus 

dijalankan yaitu:  

a) Menyusun serta merumuskan rencana kerja dan kebijakan 

b) Melakukan pembinaan serta mampu membantu mengembangkan 

kawasan dengan komoditas perikanan yang bagus 

c) Mampu melakukan pembinaan terkait sarana dan prasarana 

pembudidayaan ikan 
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d) Melakukan olah data dan informasi serta evaluasi terkait 

pelaksanaan kerja 

9. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang 

teknis operasional dan teknis penunjang untuk membantu terlaksananya 

kegiatan/program dinas.  

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan keahlian. Jenis dan 

jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.  

    Data Khusus 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan di 

atas, maka pada sub bab ini akan dipaparkan hasil dari data yang diperoleh 

selama 3 bulan magang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

mengenai analisis kemampuan keuangan pada dinas terkait dengan 

menggunakan rasio kemandirian (RKKD), share dan growth, dan rasio 

keserasian. 

3.2.1 Analisis Data 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai beberapa 

cara. Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 rasio pengukuran kemampuan 

keuangan daerah. Rasio yang diambil yaitu rasio kemandirian keuangan 

daerah (RKKD), share dan growth, dan rasio keserasian.  

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 



 

50 
 
 

Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

daerah dalam membiayai segala keperluan untuk mensejahterakan 

masyarakat seperti membiayai pembangunan, kegiatan atau program yang 

berjalan dan fasilitas pelayanan publik. Dalam perhitungan rasio ini 

dengan cara membandingkan PAD dengan pendapatan transfer yang 

diperoleh daerah. Pada rasio ini jika nilai rasio tinggi mengartikan bahwa 

kemandirian pemerintah daerah baik, namun sebaliknya jika nilai rasio ini 

rendah berarti kemandirian daerah rendah karena masih bergantung pada 

dana dari pihak ekstern. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini ; 

RKKD = 

  (  ) 
×100% 

 

Berdasarkan rumus di atas, maka analisis rasio kemandirian 

keuangan daerah (RKKD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Sleman tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 didapat 

hasil sebagai berikut :  

Tabel 3. 1 Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (RKKD) 

Tahun PAD  Pendapatan Daerah RKKD (%) 
Kemampuan 

Keuangan 
Pola 

Hubungan 
2018  Rp  463.985.500,00  Rp        463.985.500,00 100% Tinggi Delegatif 
2019  Rp  429.739.500,00   Rp        429.739.500,00  100% Tinggi Delegatif 
2020  Rp  326.749.750,00   Rp        326.749.750,00  100% Tinggi Delegatif 
2021  Rp  310.049.000,00   Rp        310.049.000,00  100% Tinggi Delegatif 

Sumber : Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten 
Sleman) 
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Berdasarkan perhitungan di atas, pada Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan dari tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2021 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tidak menerima 

pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

hibah dan lain pendapatan transfer. Pada perhitungan di atas di dapat hasil 

100% dari tahun 2018 sampai dengan 2021 hal tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan Dinas dalam membiayai pelaksanaan dan 

pembangunan pemerintahan diperoleh dari retribusi daerah. Maka dari itu 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan termasuk dalam pola Hubungan 

Delegatif, karena tidak menerima sama sekali pendapatan transfer dari 

pihak eksternal dan hanya menerima dari pendapatan asli daerah yang 

mayoritas berasal dari retribusi daerah.  

2. Rasio Keserasian  

Rasio keserasian digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja rutin dan belanja 

pembangunan, pada rasio ini dilihat mana yang lebih diprioritaskan oleh 

pemerintah daerah. Daerah dengan pendapatan yang tinggi umumnya 

mengalokasikan dana belanja operasi lebih besar ketimbang belanja 

modal. Karena biasanya 60-90% didominasi oleh belanja operasi sisanya 

adalah belanja modal (Fathah, 2017). Hal tersebut mengakibatkan dana 

pembangunan atau dana investasi menjadi kecil. Rasio keserasian terdapat 

2 rumus yaitu sebagai berikut : 

1) Rasio Belanja Operasi  
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Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Belanja 

Operasi adalah :  

Rasio Belanja Operasi = 
  

  
×100% 

Sesuai dengan rumus di atas dapat diketahui hasil perhitungan Rasio 

Belanja Operasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tabel 

3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Perhitungan Rasio Belanja Operasi 

Tahun Total Belanja Operasi Total Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi (%) 
2018    43.955.918.771,00           45.946.026.291,00  95,67% 
2019    44.931.296.102,15           47.460.473.682,15  94,67% 
2020    29.444.813.792,00           29.684.892.242,00  99,19% 
2021    44.391.856.441,40           44.890.137.441,40  98,89% 

Rata-rata  97,11% 
Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan 
dan Perikanan Kab. Sleman) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja operasi tahun 2018 

sampai dengan 2021, hasil menunjukkan bahwa belanja operasi setiap 

tahunnya mengalami peningkatan per tahun meskipun tidak signifikan. 

Dimulai dari tahun 2018 hasil rasio menghasilkan nilai sebesar 95,67%. 

Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dengan nilai rasio sebesar 

94,67%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 mulai adanya 

refocusing dana untuk Covid-19 sampai dengan tahun 2021 yang 

menyebabkan banyak dana anggaran kegiatan maupun pembangunan 

dipotong untuk dana Covid-19 Selanjutnya tahun 2020 mengalami 

kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 99,19%, terakhir pada tahun 
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2021 sedikit penurunan dengan nilai rasio sebesar 98,89%. Dengan nilai 

rata-rata selama 4 tahun sebesar 97,11%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa belanja operasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan cukup 

besar dan juga alokasi dana untuk belanja operasi cukup tinggi.  

2) Rasio Belanja Modal 

Rumus untuk perhitungan Rasio Belanja Modal sebagai berikut : 

Rasio Belanja Modal = 
  

  
×100% 

 
Sesuai dengan rumus di atas dapat diketahui hasil perhitungan Rasio 

Belanja Modal pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tabel 

3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 Perhitungsn Rasio Belanja Modal 

Tahun 
Total Belanja 

Modal 
Total Belanja 

Daerah 
Rasio Belanja Modal 
(%) 

2018 1.990.107.520,00  45.946.026.291,00  4,33% 
2019 2.529.177.580,00  47.460.473.682,15  5,33% 
2020 240.078.450,00  29.684.892.242,00  0,81% 
2021 498.281.000,00  44.890.137.441,40  1,11% 

Rata-rata  2,89% 
Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kab. Sleman) 

Berdasarkan hasil perhitungan diastase, dapat diketahui bahwa 

selama 4 tahun dari 2018 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan 

dan penurunan yang fluktuatif. Kenaikan terjadi pada tahun 2018 

sampai 2019. Pada tahun 2018 menghasilkan nilai sebesar 4,33% dan 

tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1% dengan nilai 5,33%. 

Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dengan nilai 
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sebesar 0,81% dan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan 

menjadi 1,11%.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja modal pada Dinas 

terkait tergolong rendah. Belanja modal yang rendah dikarenakan 

pada belanja operasi terutama pada belanja pegawai diberikan alokasi 

dana yang lebih besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 

dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan dana 

belanja pada Dinas terbagi untuk dana bantuan Covid-19 dan 

mengakibatkan program yang sudah terancang harus di undur untuk 

periode mendatang sesuai dengan dana yang tersedia. Pada tahun 2021 

mengalami kenaikan belanja modal dikarenakan wabah virus Covid-

19 mengalami penurunan kasus, hal tersebut yang mampu 

meningkatkan dana alokasi belanja yang sebelumnya banyak 

terpotong untuk dana musibah Covid-19.  

3. Share dan Growth  

1) Share  

Metode share digunakan untuk menilai kemandirian APBD dari 

suatu daerah dalam membiayai belanja daerah. Share juga berfungsi 

untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan dalam aspek belanja 

yang harus dikeluarkan. Secara rumus matematika, share dapat 

dihitung menggunakan rumus di bawah ini :  

Share = 
 

 × 100% 

Tabel 3. 4 Perhitungan Indikator Share 
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Tahun Total PAD (Rp) Total Belanja (Rp) Rasio Share (%) 
2018          463.985.500,00           45.946.026.291,00  1,01% 
2019          429.739.500,00           47.460.473.682,15  0,91% 
2020          326.749.750,00           29.684.892.242,00  1,10% 
2021          310.049.000,00           44.890.137.441,40  0,69% 

Jumlah 3,71% 
Rata-Rata 0,93% 

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, 
Pangan dan Perikanan Kab. Sleman) 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas diketahui nilai share tahun 

anggaran 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Share 

pada tahun 2018 dengan PAD sebesar Rp. 463.985.500,00 dibagi 

dengan total belanja sebesar Rp. 45.946.026.291,00 sehingga share 

menghasilkan angka sebesar 1,01%. Tahun 2019 dengan PAD sebesar 

Rp. 429.739.500,00 dibagi dengan total belanja sebesar Rp. 

47.460.473.682,15 sehingga share menghasilkan angka sebesar 

0,91%. Tahun 2020 dengan PAD sebesar Rp. 326.749.750,00 dibagi 

dengan total belanja sebesar Rp. 29.684.892.242,00 sehingga share 

menghasilkan angka sebesar 1,10%. Tahun 2021 dengan PAD sebesar 

Rp. 310.049.000,00 dibagi dengan total belanja sebesar Rp. 

44.890.137.441,40 sehingga share menghasilkan angka sebesar 

0,69%. 

Dari perhitungan share selama 4 tahun maka diperoleh rata-rata 

share sebesar 0,93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan 

PAD terhadap total belanja masih tergolong rendah dengan begitu 

berarti peran pemerintah daerah masih terbilang belum mampu 
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memaksimalkan sumber dan potensi-potensi yang ada di daerah 

dengan semaksimal mungkin. PAD yang tinggi diharapkan mampu 

berperan besar dalam APBD dan memaksimalkan program kerja yang 

dilaksanakan. 

2) Growth  

Indikator growth digunakan untuk membantu daerah dalam 

mengetahui pertumbuhan daerah dan untuk memberikan 

arahan/strategi ke depannya untuk pertumbuhan ekonomi di masa 

depan. Secara rumus matematika, indikator growth dapat dihitung 

menggunakan rumus di bawah ini :  

 

Growth = 
  

 
 × 100% 

Keterangan : 

PADi = Pendapatan Asli Daerah periode i 

PADi-1 = Pendapatan Asli Daerah periode i-1 

Tabel 3. 5 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun PADi PADi-1 PADi - PADi-1  
2018 463.985.500,00  460.705.000,00  3.280.500,00 
2019 429.739.500,00  463.985.500,00  (34.246.000,00) 
2020 326.749.750,00 429.739.500,00  (102.989.750,00) 
2021 310.049.000,00  326.749.750,00  (16.700.750,00) 

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, 
Pangan dan Perikanan Kab. Sleman) 

 

Tabel 3. 6 Perhitungan Indikator Growth  

Tahun PADi - PADi-1 PADi-1 Rasio Growth (%) 
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2018 3.280.500,00 460.705.000,00 0,71% 
2019 (34.246.000,00) 463.985.500,00 (7,38%) 
2020 (102.989.750,00) 429.739.500,00 (23,97%) 
2021 (16.700.750,00) 326.749.750,00 (5,11%) 

Jumlah (35,75%) 
Rata-rata (8,94%) 

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kab. Sleman) 

Contoh perhitungan indikator growth sesuai rumus di atas, contoh 

akan menggunakan data laporan pada tahun 2018: 

Growth = 
  

 
 × 100% 

Growth = 
. . ,  . . ,

. . ,
 × 100% 

Growth = 0,71% 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dari tahun 2018 

sampai dengan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2018 di dapat nilai growth sebesar 0,71%. Pada tahun 2019 

mengalami penurunan dengan diperoleh nilai sebesar -7,38%. 

Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat 

tinggi dengan diperoleh nilai -23,97%. Terakhir pada tahun 2021 

mengalami sedikit kenaikan meskipun masih dengan keadaan minus 

dengan nilai -5,11%.  

Dari hasil data di atas dapat diperoleh rata-rata dari tahun 2018 

sampai dengan 2021 dengan nilai -8,94%. Hasil rata-rata dengan nilai 

minus diperoleh karena pendapatan dari PAD mengalami penurunan 
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setiap tahunnya. Penurunan retribusi tersebut disebabkan adanya 

penurunan pemotongan sapi dan adanya penyakit pada hewan yang 

mengakibatkan para penjual tidak berjualan ke pasar dan 

menyebabkan penurunan retribusi.  

4. Peta Kemampuan Daerah  

Setelah melakukan analisis menggunakan indikator share dari aspek 

kemandirian dan growth dari aspek pertumbuhan di masa depan, maka 

setelah itu hasil analisis indikator share dan growth akan dipetakan 

dengan metode kuadran. Perhitungan dengan metode kuadran akan 

membagi daerah ke dalam 4 peta kuadranisasi. Berikut peta metode 

kuadran :  

Tabel 3. 7 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran) 

Rata-rata Growth (%) 
KUADRAN II 
Share ; Rendah 
Growth : Tinggi 

KUADRAN I 
Share : Tinggi 

Growth : Tinggi 
KUADRAN IV 
Share ; Rendah 

Growth ; Rendah 

KUADRAN III 
Share : Tinggi 

Growth : Rendah 
Rata-rata Growth (%) 

Sumber : Bappenas, 2003. 

Terkait dengan perhitungan share dan growth sesuai dengan tabel di atas 

maka hasil yang diperoleh akan digabungkan seperti di bawah ini : 

Tabel 3. 8 Perhitungan Share dan Growth Tahun 2018-2021 

Tahun  Share Growth 
2018 1,01% 0,71% 
2019 0,91% -7,38% 

Rata-rata 
Share (%) 

Rata-rata 
Share (%) 
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2020 1,10% -23,97% 
2021 0,69% -5,11% 

Sumber ; Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kab. Sleman) 

 

Berdasarkan hasil di atas dapat diperoleh hasil pemetakan kemampuan 

keuangan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai berikut :  

Tabel 3. 9 Peta Kemampuan Metode Kuadran Dari Hasil Perhitungan Share dan 
Growth 

KUADRAN II 

 

KUADRAN I 

2018 

KUADRAN IV 

2019 

2021 

KUADRAN III 

2020 

Hasil analisis menggunakan metode kuadran untuk Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Kuadran I: dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat 

diperoleh hasil bahwa pada tahun 2018 dapat menduduki kuadran I, 

dikarenakan hasil dari share dan growth sama-sama tinggi. Pada tahun 

2018 nilai share yang diperoleh sebesar 1,01% lalu dengan perolehan 

nilai growth sebesar 0,71%. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 

2018 Dinas terkait mampu mengelola PAD dengan pengelolaan 

belanja relatif rasional. Selain itu pada tahun 2018, Dinas terkait juga 

mampu mengembangkan perekonomian daerah sekitar dengan baik.  
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2. Kuadran III: pada tahun 2020 menduduki kuadran III. Karena pada 

kuadran III adalah keadaan dengan nilai share tinggi namun dengan 

nilai growth yang rendah. Pada tahun 2020, nilai share mencapai nilai 

1,10% dan pada niali growth mencapai nilai terendah dengan 

perolehan sebesar -23,97%. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 

2020 dinas terkait masih mampu memperoleh dana APBD yang besar, 

namun pada masa depan atau periode ke depannya ditakutkan 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang buruk.  

3. Kuadran IV: pada tahun 2019 dan 2021 menduduki kuadran IV. Pada 

hasil yang diperoleh melalui perhitungan di atas, pada tahun 2019 nilai 

share sebesar 0,91% dan nilai growth sebesar -7,38%. Lalu pada tahun 

2021 nilai share yang diperoleh sebesar 0,69% dan dengan nilai 

growth sebesar -5,11%. Pada kuadran IV ini mengartikan bahwa 

daerah atau kondisi suatu instansi tergolong buruk. Karena perolehan 

dana APBD rendah dan pada ke depannya ditakutkan mengalami 

penurunan atau krisis ekonomi yang sangat buruk. Karena tingkat 

kemandirian yang rendah dapat mampu menurunkan penghasilan dana 

APBD dan mampu membuat prospek pertumbuhan ekonomi tidak 

baik. pada kuadran IV ini wajib menjadi prioritas kebijakan agar bisa 

kembali atau menuju ke kuadran yang lebih baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis diatas pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan, maka dapat disimpulkan : 

1) Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pada 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada kurun waktu 2018-2021 

menunjukkan hasil rata-rata sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Dinas terkait mampu melaksanakan kegiatan atau program 

berjalan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang berarti Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan sangat mandiri untuk pendanaan 

program, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat..  

2) Hasil analisis Rasio Keserasian yang terbagi menjadi Rasio Belanja 

Operasi dan Rasio Belanja Modal menunjukkan pada hasil Rasio Belanja 

Operasi diketahui rata-rata selama 4 tahun terakhir pada tahun 2018-2021 

sebesar 97,11%. Hal tersebut mengartikan bahwa belanja operasi pada 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan cukup besar dan juga alokasi dana 

untuk belanja operasi cukup tinggi. Pada Rasio Belanja Modal diketahui 

rata-rata selama kurun waktu 4 tahun sebesar 2,89%, hal tersebut 

mengartikan bahwa alokasi dana untuk belanja modal sangat rendah.  

3) Hasil perhitungan analisis share dan growth pada Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan pada tahun 2018-2021 dapat diketahui nilai rata-rata pada 
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indikator share sebesar 0,93% dan indikator growth sebesar -8,94%.  Dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas dinas untuk 

menghasilkan pendapatan asli daerah cukup kecil dan nilai yang 

dihasilkan tidak lebih dari 1 (satu) bahkan indicator growth mencapai 

minus.  

4) Pada hasil pemetakan kemampuan keuangan daerah dengan 

menggunakan Metode Kuadran menggambarkan bahwa pada tahun 2018 

menduduki Kuadran 1, tahun 2020 menduduki Kuadran III dan pada 

tahun 2019 dan 2021 menduduki Kuadran IV.  

 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menurut hasil analisis yang telah 

dilakukan, diantaranya sebagai berikut : 

1) Bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan diharapkan mampu lebih 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan menggali potensi daerah 

dengan sumber daya yang ada. Seperti mengantisipasi kematian pada hewan 

ternak, mencegah hama tanaman yang bisa merusak tanaman siap panen 

atau dengan cara menambah objek baru atau peningkatan tarif yang dapat 

di kuatkan dengan menerbitkan perda.  

2) Perlunya meningkatkan belanja modal untuk investasi bagi dinas yang dapat 

membantu meningkatkan PAD. Jika PAD meningkat anggaran APBD juga 

akan berjalan baik dan program kerja yang dirancang dapat berjalan lancar. 
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